
GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NoMoR loTaHUN2o2l

TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI PENANDATANGANAN

NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR JAWA BARAT,

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan meningkatkan pelayanan bidang
kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan
mandat dan delegasi penandatanganan naskah dinas
kepegawaian dari Gubernur Jawa Barat kepada para
pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat;

b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29
Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Keputusan dan Surat di Bidang
Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian, sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenang an
Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-
Undang Nomor 2O Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jal<arta sslagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47441 dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O0O tentang
Pembentukan Propinsi Banten (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



,

Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang
Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s6791;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 63, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6O37) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 202O
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubemur sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah
Provinsi dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
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5. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Gubenur
kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dengan tanggung jawab dan tanggung gugat
1st"p berada pada pemberi mandat.

6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat
pemerintahan yang lebih tinggr kepada pejabat
pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung
jawab dan tanggung gugat berdih sepenuhnya kepada
penerima delegasi.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai
aparatursipil negara secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan yang beke{a di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provin siJawa Barat.

8. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi
tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang
dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
dalam bentuk dan susunan produk hukum yaitu
Keputusan Gubernur dan surat.

9. Petikan adalah kutipan Keputusan Gubernur.

1O. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat yang
menduduki jabatan yang setara dengan eselon Ia dan
eselon Ib.

ll.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang
menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.

12. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki
jabatan yang setara dengan eselon III.

13. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki
jabatan yang setara dengan eselon IV.

14. Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan
fungsional umum.

15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pasal 2

(1) Gubernur selaku pejabat Pembina kepegawaian
berwenang menandatangani Naskah Dinas
Kepegawaian.
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(2) Gubernur memberikan Mandat dan Delega si atas
kewenangan penandatanganan Naskah Dinas
Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran,
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 3

Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
c. PejabatAdministrator.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2O16 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Kcputusan
dan Surat di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2O16 Nomor 29 Seri E), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.
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Ditetapkan di Bandun
padatanggal 2J tpril
GUBERNUR JAWA BA

CHAMAD RTDWAN KAMlilh

Diundangkan di Bandung
padatanggal 2) \prlt tu?1

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARATTAHUN 202 1 NOMOR
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